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PERATURAN DAERA11 KARUPATEN PADANG LAWAS UTAH.A
NOMOR 02 TAM UN 2010

ORGANISASI DAN TATA KICK.) A
D1 NAS- D1NAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAMA ESA

BUPATJ PADANG LA WAS U T A R A

bahwa bcrdasarkan Pasal 12 ayat (2) Pcraturan Pcmeriniah Nomor 38
Tahun 2007 tentang, Pembagian urusan Pemerintahan aniara Pcmeriniah.
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
menyatakan bahwa urusan pcmerintahan Wajib dan pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Meni m bang : a :

bahwa bcrdasarkan Pasal 2 ayat (1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 lentang Organisasi Perangkat Daerah, menegaskan bahwa
Pentbentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapknn dengan Peramrnn
Daerah dengan herpedoman pada Pcraturan Pemerintah ini .

b:

bahwa atas perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ’ a dan h di
atas, maka perlu mcnetapkan Pcraturan Daerah lentang Organisasi dan Tala
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupalen Padang Lawas Utara.

c

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 lentang Pembenmkan Daerah
Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera
Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );

2 Undang-Undang Nomor 8’ Tahun 1974 lentang Pokok
Kepegawaiau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 )

sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun IWo
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109.
Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 3890 g

Pokok

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang pembentukan Pcraturan
Perundang-undangan ( Lembaran.Negara Republik Indonesia .Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ')

4 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemcrintahao Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.37 )
sebagaimana tclah diubah beborapa kali terahir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 lentang perubahan kedua alas Undang- Undung
Nomor 32 Tahun 2004 tenfang Pemcrintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48^4);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Periinbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik
Indonesia nomor 4438 );

Undang-umiang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 le/iiumi
Pembenlukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi ^ umaU.ra Uiara ;

0 .
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tatum 2002 tentang Perubaluin alas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang IV.ngangkatan
Pegawai Ncgeri Sipil dalam jabatan Structural, ( Lembaran Negara Rpublik
Indonesia Tahun 2002, Nomor 33, Tarnbahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4194 );

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewcnang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tarnbahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian IJrusun
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indoneia Nomor 4737 ); .

Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ).

C> 6Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Urusan
Pemerintahan yang Mcnjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Padang
Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor

Tahun 2010, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten06
Padang Lawas Utara Nomor )

Dcngan PcrsetujuHn Bcrsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DAN
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

4«ft (apknn : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.JA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mcnurul asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni scluas-luasnya
d^Iam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik
Indonesia Tahun 1945;
Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan Kewajiban Daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri unison Pemerintahan dan Kcpcntingan
masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batos wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kcpcntingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri herdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
pcnyelenggara pemerintahan daerah;
Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;
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Wakil Bupali adalah Wakil Bupali Pudung Lawns Ulara;
Dewan Perwakilan Rakyat dacrah yang selanjulnya disingkal DI’KI ) adalah
Lembaga Perwakilan Rakyal scbagai unsur penyelenggara IVmerinlalum
Daerah;
Perangkat Daerah adalah unsur pembanlu Kcpala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lerdiri dari Sekrctariat Daerah.
Sekrctariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tcknis Daerah, Kceamaian dan
Kelurahan;
Secretariat Daerah adalah Sekrctariat DaernJi Kabupaten Pndang La was
Utara, selanjulnya disingkal Setdakab;
Sckretaris Daerail adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten Pndang Lawas
Ulara, selanjulnya discbul Sckdakab;
Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas olonoini dan tugas pembanuian dalam Kabupaten Badang
Lawas Ulara;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas daerah Kabupaten Padang Lawas Utara:
Unit Pelaksana Teknik Pinas yang selanjulnya disebui IJPT1) adalah unit
pelaksana sebaginn kegiatan teknis opcrasional dan/ atau kegiaian tcknis
penunjang dinas daerah.
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BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibenluk dinas-dinas dacrah, terdiri dari :
Dinas Pendidikan;
Dinas Keschatan;
Dinas Pekerjaan Unuirn, Pcrtambangan dan Encrgi;
Dinas Kehutanan diui Perkebunan;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Kcpendudukan dan Catatan Sipil ;
Dinas Pendapatan, Pcngelola Keuangan dan Asset Daerah;
Dinas Pcternakan dan Perikanan;
Dinas Pcrtanian dan Tanaman Pangan;
Dinas Pemuda, Olahrnga, Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Sosial, Tcnaga Kerja dan Transniigrasi;
Dinas Perhubungan;
Dinas Koperasi U.saha Mikro Keeil dan Menengah;
Dinas Kebakaran, Pcrtamanan dan Kebcrsihan;

l
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BAB III
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pcrtamn
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pendidikan Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan berdasarkan azas olonoini dan
tugas pembanluan.
Dinas Pendidikan dtpimpin oleh seorang Kepala Dimes yang berada di
bawali dan berlanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah.

( 1 )

(2)

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pastil 3. Dinas
Pendidikan menyclenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;a.



b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan unnim di bidung
pendidikan;
pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan;
pengclolaan urusan kesekretariatan dinas.

c.
d

Bagian Kcdua
Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari ;
Dinas.

b. Sekretariat, terdiri dari ;
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan ;
3) Sub Bagian Program.
Bidang Pendidikan Dasar
1 ) Seksi Kurikulum;
2) Seksi Tenaga Tcknis;
3) Seksi Bantuan.

d. Bidang Pendidikan Mcnengah Umum / Kejuruan
1 ) Seksi Kurikulum;
2) Seksi Pembinaan Tenaga Teknis;
3) Seksi Bantuan.
Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Keagamaan
1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
3) Seksi Keagamaan.-
Bidang Pengendalian Mutu Kepcndidikan, terdiri dari ;
1) Seksi Pengcmbangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kepcndidikan :
2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kecakapan Hidup ;
3) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan .
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Sanggar Kegiatan Bclajar ( SKB)
Kclompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

0 )
a.

c.

e.

r.

i.

(2)

BAB IV
DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama
ORGANISASI,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

( O Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok mciaksanakan urusan Pemerintahan
Daerali bidang Keschatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pemfcantuan .
Dinas Kesehatan dipimpin oieh seorang kepala Dinas yang berada dibawuh clan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekrctaris Daerah.(2)

Pasal 7

Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas
Keschatan mcnyclcnggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesehatan-

Pflrvî flTVZtf7
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a.
b.
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1

d. pcngclolaanurusan kesckrclariatan dinas.

Bagian Kcdua
Orgartisasi

Pasal 8

( 1 )’ Organisasi Dinas Kesehatan, tcrdiri dari :
Dinas
Sekretariat, terdiri dari :
1 ) Sub Bagian Penyusunan Program;
2) Sub Bagian Tata Usaha;
3) Sub Bagian Kcuangan dan Perlengkapan.
Bidang Petayanan Kesehatan, terdiri dari ;
1 ) Scksi Kesehatan Dasar;
2) ScJcsi Kesehatan Kujiikan;
3) Seksi Kesehatan Khusus.
Bidang Pcngcndalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
1) Seksi Pcngcndalian dan Pemberantasan Pcnyakit;
2) Seksi .Wabah dan Bencana;
3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
1 ) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
2) Seksi Pendidikan dan Pelalihan;
3) Seksi Registrasi dan Akreditasi.
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari ;
1 ) Seksi Jaminan Kesehatan;
2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
3) Seksi Kcfarmasian.
Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari ;
1) Gudang Farmasi;
2) Puskesmas.
KeJompok Jabatan i’ungsional.

\.
b.

c.

d .

e.

f.

8-

h.

Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaiinana tercantum pada Lampiran II dan
mcnipakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini .

(2)

BAB V
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pcrtama
ORGANJSASf , KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS1

Pasal 9

Dinas Pckcijaan Utnum, Pertambangan dan Energi mempunyai lugas Pokuk
mclaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum,
Pertambangan dan Energi.
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mcialui
Sekretaris Dacrah.

( 1 )

(2)

Pasal 10

Dalam melaksanukan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada pasal 9, Dinas
Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mcnyelcnggarakan fungsi :

penunusan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan
dan energi;

a.



h. penyelenggaraan urustin pemerintahan dan pclayanan umum di hiibng
pckeijaan umum, pertambangan dan energi;
menyelengarakan pcmbinaan dan pclaksanaan tugas di bidang pckerjaan
umum, peilambangan dan energi;
pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang pekerjaan umum.
pertambangan dan energi;
pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

c.
d.

e.

Bagian kedua
Organisasi

Pasal 11

Organisasi Dinas Pckcrjaan Umum, Pertambangan dan Energi , terdiri dari :
Dinas
Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
Bidang Cipta Karya dan Hina Marga, terdiri dari :
1) Seksi Gedung;
2) Seksi Penyehattm Lingkungan dan Rchabilitusi;
3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan .
Bidang Pengairan, terdiri dari :
1 ) Seksi Pcngembangan dan Pembangunan;
2) Seksi Pemcliharaan dan Operational
Bidang Tambang Umum, terdiri dari :
1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
2) Seksi Penataan dan Pengetolaan Usalia;
3) Seksi Pengembangan Geoiogi :
Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
1 ) Seksi Listrik;
2) Seksi Energi dan SDM;
3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional.

( 1 )
a.
b.

c.

d.

e.

f.

h.

( 2 ) Bagan Organisasi Dinas Pckeijaan Umum, Pcrtamoangan dan Energi sebagnimanu
lerlampir pads I am piran 111 dan nicrupukan bagan yang tidnk (crp/sa/ikan dari
Peraturan Dacrah ini.

S BAB VI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertain a
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS1

Pasal 12

Dinas Kehutanan dan Perkcbunan mempunyai tugas pokok meJaksanakan umsan
Pemerintahan Dacrah bidang Kehutanan dan Perkcbunan berdasarkan a/as otonomi
dan tugas pern ban tuan.
Dinas Kehutanan dan Perkcbunan dipimpin oleh seorang Kepaia Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

i l )

(2)

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dhnaksud pada pasal I ?, Dinas
Kehutanan dan Perkcbunan mcnyelcnggarakan fungsi :

perumusan kebijukan teknis di bidang kehutanan dan perkcbunan;
pcnyelenggaratm urusan pemerintahan dan pclayunan umum di bidang

a.
b.

I



kehutanan dan perkcbunan;
pembinaan icrhadap unil pelaksana icknis dinas di bidang kehuUuian dan
perkcbunan;
pengelolaan urusan kcsckrctariatan dinas.

c,

d.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 14

Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
Dinas.
Sekretariat, terdiri dari :
1 ) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Kcuangan;
3) Sub Bagian Program.
Bidang Rehabilitasi Laban dan Perlindungan Hutan, terdiri dari ;

1) Seksi Konservasi Tanall dan Air ;
2) Seksi Rehabilitasi Lahan;
3) Seksi Pcnyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan;
Bidang Reboisasi dan Pemeliharaan Hutan, terdiri dari ;

1) Seksi Rehabilitasi dun Konservasi;
2) Seksi Perencanaan Petigembangan Hutan;
3) Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
Bidang Produksi Perkebunan, terdiri dari :
1 ) Seksi Produksi Perkebunan;
2) Seksi Produksi Hasil Hutan Non Kayu;
3) Seksi Pcnyuluhan;
Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :
1) Seksi Perlindungan Tanaman;
2) Seksi Usaha Perkebunan;
3) Seksi Produksi Tanaman;
Unit Pelaksana Tcknis Dinas.
Kelompok Jabatan Pungsional.

( 1 )
a.
b.

c ,

d .

e.

r.

e -
h .

(2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tereantuni pada
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daorah ini.

BAB VII
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pcrtama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS1

Pasal 15

;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan Pemerintahan Dacrah bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan
azas otonomi dan tugas pembantuan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupali melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Daiam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan menyelcnggarakan fungsi :

perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urnum di bidang
perindustrian dan perdagangan;
pembinaan terhadap unil pelaksana teknis dinas di bidang perindustrian dan

( 1 )

(2 )

a.
b.
c.



1

perdagangan;
pengelolaan urusan kesckrctariatan dinas.d .

Bagian Kcdua
Organisasi

Pasal 17

Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, icrdiri dari ;
Dinas.
Sekretariat, terciiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
Bidang Perindustrian,.terdiri dari :
1 ) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
2) Seksi Pendaftaran dan Pengawasan
Bidang Perdagangan, terdiri dari :
1 ) Seksi Pembinaan Usaha dan Pendaftaran Usaha Dagtmg;
2) Seksi Prasarana dan Sarana.
Bidang Pembinaan dan Perlindungan, terdiri dari :
1) Seksi Pembinaan dan Promosi;
2) Seksi metrologo;
Kelompok Jabatan Fungsional.

( ! )
a.
b.

c.

d .

e.

f.

(2) Bagan Organisasi Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada
Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerali
ini.

BAB Vlll
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pcrtanta
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 18

( I ) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasiiikan
azas olonomi dan tugas pembantuan.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin olcb seorang Kepala dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

:

( 2)

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 18. Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kependudukan dan Catalan sipil;
pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang kependudukan r.hn
catatan sipil;
pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

a.
b.

c.

d.

Bagian Kcdua
Organisasi

Pasal 20

Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari ;0 )
(



:
Dinas.
Sekretarial, lerdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
Bidang Kependudukan, terdiri dari :
1) Sekli Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP;
2) Seksi Pengendalian dan Mutasi Penduduk.
Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1) Pelayanan dan Akta Catalan Sipil;
2) Seksi Penyuluhan.
Bidang Data dan Informasi, terdiri dari *.
1) Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;
2) Seksi Pelayanan Informasi;
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Kelompok Jabalan FungSional.

a.
b.

c.

d.

c.

f.
B-
Hagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil sebagaimanu lecuntum
pada Lampiaran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturun
Dacrah ini.

(2 )

BAB IX
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Bagian Pertaina
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 21

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Adtninislrasi Keuangan
Daerah khusus urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dacrah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang
KepaJa Dinas yang herada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupali melaJui
Sekretaris Daerah.

( I )

(2)

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 21 , Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan (iingsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan keuangan dan asset
daerah.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pondapaian.
pengelolaan keuangan dan asset daerah.
pengelolaan urusan kesekretarialan dinas.

a.
b.

e.

d .

Bagian Kcdua
Organisasi

Pasal 23

Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dun Asset Daerah lerdiri dari :
Dinas.
Sekretarial, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum ;
2) Sub Bagian Keuangan ;
3) Sub Bagian Program.

( 1 )
a.
b.

M



Bidang Pendapalan, terdiri dari :
1 ) Seksi Penetapan ;
2) Seksi Penagihan ;
3) Seksi Pcmbukuan dan Pclaporan .
Bidang Anggaran, terdiri dari :
l*) Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Langsung ;
2) Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung ;
3) Seksi Penyusunan Anggaran Pembiayaan.
Bidang Asset, terdiri dari :
1 ) Seksi Pengadaan ;
2) Seksi Perawatan dan Pemeliharaan ;
3) Seksi Penghapusan.
Bidang Pembendaharaan, terdiri dari :
1 ) Seksi Pencairan Dana ; .
2) Seksi Verifikasi ;
•3) Seksi Pernbukuan.
Bidang Akuntansi dan Pclaporan, terdiri dari :
1) Seksi Pengelolaan Data ;
2) Seksi Pelaporan Keuangan ;
3) Seksi Bimtek dan Penyuluhan Akuntansi.

c.

d.

o.

r.

g-

(2 ) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
sebagaimana tCTcantum pada Lampiran VU dan mcrupakan bagian yang tidak
lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pcrtama
ORGANISASI.. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 24

i

i ;

i !Dinas Petemakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah bidang Petemakan dan Perikanan berdasarkan a/as otonomi
dan tugas pembantuan,

Dinas Petemakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupali melalui Sekretaris Daerah.

( 1 )

1( 2)
;

\IPasal 25

Dalam melaksonakan tugas pokok sebagaimana dimnksud pada Pasal 24 , Dinas
Petemakan dan Perikanan menyelenggarakan l'ungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang petemakan dan perikanan:

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umurn di bidang
petemakan dan perikanan;
pembinaan terhadap unit pelaksuna teknis dinas di bidang peiernakan clan
perikanan;
pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

b.

c.

d.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 26

Organisasi Dinas Petemakan dan Perikanan terdiri dari :
Dinas.
Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;

! i )
a.
b.



2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
Bidang Produksi dan Pengembangan, terdiri dari :
1) Seksi Produksi Petcrnakan;
2) Seksi Produksi Perikanan;
3) Seksi Agribisnis dan Agriindustri.
Bidang Kesehatan dan Perlindungan, terdiri dari :
1) Seksi Keswan dan Kesmavet;
2) Seksi PerJindtwgao Sumber Daya Hayali dan Perairan;
3) Seksi Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.
Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
1) Seksi Sarana dan Prasarana;
2) Seksi Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia;
3) Seksi Pengkajian dan Pcnerapan Teknologi ,

Unit Pefaksana Teknis Dinas.
Kelompok Jabatan FungsionaJ.

c.

d.

e.

t: !
&

(2 ) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pelernakan dan Pcrikanan scbagaimaua tercantum
pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB XI
DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

Bagian Pcrtama
ORGANISASI, KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 27

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah bidang Pertanian dan Tanaman Pangan berdasarkan
azas otonomi dan tugas pembantuan,

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
bcrada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaiui Sckretaris Daerah.

( 1 )

( 2 )

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan tanaman pangan:
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pertanian dan tanaman pangan;
pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pertanian dan
tanaman pangan;
pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

a.
b.

c.

d.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 29

Organisasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, terdiri dari :
Dinas.
Sekretariat, terdiri dari :
1 ) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
1) Seksi Pengendalian Hama, Penyakit dan Postisida;
2) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Laban;
3) Seksi Pengkajian Iklim dan Tataguna Air.

( I )
a.
b.

c.



d. Bidang Produksi dan Pcngembangan, terdiri dari :
1) Seksi Pemhenihan dan Pembibilan;
2) Seksi Pcngembangan Produksi dan Penerupan Pakct Teknologi;
3) Seksi Pcngembangan Alat mesin Pertaniuan.
Bidang Agribisnis, terdiri dari :
1 ) Seksi Pcngembangan Usaha Tani dan Agribisnis;
2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
3) Seksi Peningkatan Mutu dan Peniasaran Hasil.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsionai.

e.

f.
g-

(2) Bagan Struktur Organisasi Pertanian dan Tanaman Pangan Scbagaimunu tcrcanvum
pada Lampiran IX dan merupgakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perattiran
Daeralt ini.I

BAB XII
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 30!

Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai Uigas pokok
.mclukukan urusan Pemerintahan Daeralt bidang Pemuda, Olah raga, Kebudayaan
dan Kebudayaan berdasarkan azas Otonomi dan tugas pcmbantuan.
Dinas Pemuda, . Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipintpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Buputi mclalui
Sekretnris Daerah.

( I )

(2 )

Pasal 31

Dulam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Dinas
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan, fuugsi :

perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan
dan pariwisata;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
pengelolaan urusan kesekrclariatan dinas.

a.

b.

c .

Bagian Kcdua
Organisasi

Pasal 32

(Organisasi Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisataterdiri dari :
Dinas;
Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
Bidang Pembinaan Kepemudaan, terdiri dari ;
1) Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja;
2) Seksi Pembinaan Organisasi dan Kewirausahaan.
Bidang Olah raga, terdiri dari ;
1) Seksi Pemberdayaan Olah raga dan Prestasi;
2) Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan dsut Organisasi Kcmasyarakatnn
3) Seksi Sarana dan Prasurana Keolahragaan.
Bidang Kebudayaan dan pariwisata, terdiri dari :

0 )
a.
b.

c.

d.

c.

i
J
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1) Seksi Pembinaan Kebudayaan;
2) Seksi Pembinaan Kepariwisataan;
3) Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata.

(2) Bagan organisasi Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata
sebagaimana tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang lidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah.

BAB XIJI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUG AS DAN FUNGS!

Pasal 33

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transimigrasi mempunyai Uigas pokuk
mclaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan
Transimigrasi berdasarkun azas otonomi dan tugas pembantuan .
Dinas Sosial, Tenaga Keija dan Transimigrasi dipimpin oieh seorang Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrctaris
Daerah.

CD

(2 )

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaxsud pada Pasal 33. Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transimigrasi menyelenggarakan fungsi :
a. perutnusan kebijakan tekhnis di bidang sosial, tenaga kerja dan transimigrasi.
b, penyclenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.

tenaga kerja dan transimigrasi pengclolaan urusan kesekretarialan dinas.
• c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sosial, tenaga kerja dan transimigrasi.

d. pelaksanaan tugas-tugas Lain yang diberikan oleh Bupati

Bagian Kcdua
Organisasi

Pasal 35

Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transimigrasi, terdiri dari :
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari ;

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari ;
1) Seksi Penempatan Pelatihan Tenaga Keija;
2) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.

d. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
1 ) Seksi Perencanaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi ;
2) Seksi Pembinaan dan Kcmitraan

e. Bidang Sosial, terdiri dari :
t ) Seksi Pembinaan Organisasi dan Sosial Keagamaan: - '
2) Seksi Penyandang Masaiall Kesos dan Perlindungan Sosial

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional

( 1 )

Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Keija dan Transmigrasi, sebagaimana
tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(2)

.J



BAB XIV
DINAS PERHUBUNGAN

Bnginn Pcrtamu
0RGANISAS1, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS1

Pasal 36

0 ) Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok meiaksanakan urusan pcmerimahan
daerah di bidang Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
Dinas Perhubungan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Dalam meiaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas
Perhubungan menydenggarakan fungsi :
a. pemmusan kebijakan tekhnis di bidang perhubungan;
b. penyclenggaraan urusan pcmerimahan dan pelayanan unium di bidang

perhubungan;
c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang perhubungan;
d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

(2 )

Bagian Kcdua
Organisasi

Pasal 38

( 1 ) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari ;

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.

c. Bidang Percncanaan dan Pembangunan, terdiri dari :
1 ) Seksi Percncanaan;
2 ) Seksi Sarana dan Prasnrana.

d. Bidang Pengawasan dan Pcnertiban, terdiri dari :
1 ) Seksi Pengawasan;
2) Seksi Pcnertiban .

c. Bidang Perhubungan, terdiri dari :
1} Seksi Perijinan;
2) Seksi Manajemcn Transportasi;
3) Seksi Perhubungan Udara.

f. Bidang Telekomunikasi, terdiri dari :
t- I ) Seksi Teknologi Komunikasi;

2) Seksi Pengembangan Telekomunikasi.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas,

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XII
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

BAB XV
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM )

Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS1

Pasal 39

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai Tugas Pokok
meiaksanakan urusan pemerintahon daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

( 1 )



• '«1

1
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di pimpin oleh seorang Kepaia
Dinas yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mdalui
Sokrctaris Daerah.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana; dimaksud pada Pasal 39. Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan tekhnis di bidang koperasi dan usaha mikro kecil

menengah;
b. penyeienggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi

dan usaha mikro kecil menengah.
c. pembinaan terhadap unit pelaksana leknis dinas di bidang koperasi dan usaha

mikro kecil menengah;
d. pengclolaan urusan kesekretariatan dinas.

a
Bagian Kedua

Organisasi
Pasal 41

Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :
a. Dinas.
h. Sekretariat, terdiri dari ;

1 ) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.

c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
1 ) Seksi Pelalihan dan Penyuluhan;
2) Seksi Badan Htikuxn Koperasi Data dan InJbrmasi.

d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terdiri dari :
1 ) Seksi Indust ri Pcrtanian dan Non Pertanian ;
2) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.

e. Bidang Simpan Pinjam/Pembiayaan, terdiri dari :
1 ) Seksi Simpan Pinjam Permodalati dan Jasa Keuangan;
2) Seksi Peniiaian dan Penetapan Simpan Pinjam.

f. Kelompok Jabatan pungsional.
Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, sebagaimana
lercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak torpisahkan dari
Peraiuran Daerah ini.

( 1 )

(2 )

i
BAB XVI

DINAS KEBAKARAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
Bagian Pcrtama

ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 42

i 3

% Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
trimalum Daerah bidang Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan berdasarkan azas otonomi
igas pembantuan.
I Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepaia Dinas yang berada di
|dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. t

Pasal 43

melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Dinas Kebakaran.
iiman dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi ;



1j

U. pcrunuisiui kcbijakan tcknis di bidang kebakaran, perlumanan dan kebersihan ;
f b. meinberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah.ui daerah di bidang kebakaran.
I pertamanan dan kebersihan;
||. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidung kebakaran, perlumanan dan

li kebersihan;
||menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebakaran, pertamanan dan

H kebersihan;
||pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasat 44

^Brganisasi Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari :
H Dinas
H Sckretariat, terdiri dari ;
B" 1 ) Sub Bagian Uinum;
Hr 2) Sub Bagian Keuangan;
B 3) Sub Bagian Program; .
H Bidang Kebersihan dan Pasar
S 1 ) Scksi Penataan Kebersihan Pasar ;
'9 2 ) Scksi J’engeloJaan Pasar ;
jo 3) Scksi Rctribusi.
9 Bidang Kebakaran dan Bencana Alam.
M l ) Seksi Pcnanggulangan Bencana;
« 2) Seksi Pencegahan Bencana;
M 3) Seksi Peralatan.
* Bidang Pertamanan.

: 1) Seksi Pengembangan Taman;
2) Scksi Penataan Taman;

; 3) Seksi Pcinelihaaan Taman,

i Unit Pelaksana Tcknis Dinas.
' Kelompok Jabatan Fungsional.

1

1

gan Organisasi Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan, sebagaimana tercantum pada
mpiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

iBAB XVII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 45

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Siruktimil
dan fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan syaral-s; - irat
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Penentuan Standart Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dialur
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

U )

U )

!

BAB XVII
ESELONISASI

Pasal 46

Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon ll/b.
Sekretaris pada Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon Ill/a.
Kepala Bidang pada Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon 111/b.
Kepala Subbugian dtut Kepala Seksi pada Dinas, dan Kepaia Unit Pelaksana

( l )
(2)
( 3)
(•D

I
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f ;

,Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural IV/a.
Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon
IV/b.

I (5)
i

BABXVIU
TATA KERJA

Pasal 47

Setiap Pimpinan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordh.asikan
bawahannya 'masing-masing serta memberikan bimbingan, pembinaan dan
pengawasan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dengan
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi , sinkronisasi dan simplikasi serta
komunikasi secara vertikal dan horizontal.

BAB XIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 48
'

Padu Dinas dapal dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja sntu
atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan.
Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi UPTD.
sobaguimana dimuksud pada ayat ( l ) dialurdan ditetapkan dalam PeiaUirun Hupuii.

( 1 )

(2 )

BAB XX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat ( 1 ), terdiri dari sejumlah lenaga
dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.
Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Kepala Dirms.
Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat ( 1 ) ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat ( 1 ) dialur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undongan yang bcrlaku .

( 1 )

(2)

( 3)

(4 )

(5)

j!

'BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat diberiakukannya Peraturan Daerah ini, scluruh Pejabal dan Cabang Dinas
atau UPTD yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan
Pejabat dan UPTD baru.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerali ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan dengan Peraturan dan atau
Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2008 setelah ditetapkan Peraturan Daerah
tentung Organisasi Dinas Daerah dinyatakan tidak bcrlaku lagi.

( 1 )

::
(2)

'

(3)

I
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BAB xxn

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51 i!

( ! ) Uraian Tuga:> dan Fungsi masing-masing dari Kepala Dinas, Sckrctaris, Bidang. Sub
Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten akan dialur lobih
lanjul bcrdasarkan Peraturan Bupali.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan
Peraturan Bupati sepanjang tnengenai pelaksanaannya.

(2 )

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengetahuin^a, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Daerah ini ciengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pudang
Lawas Utara.

Ditctapkan di Gunungtua
Pada tanggal 2-6 f*|acct 2010

BU LNG LAWAS UTARA
'CJ4-4S7^ If*l

MARA 11AP

ichingkan di Gunungtua
M/tfiggal %<o t
HETARIS DAE I A H KABUPATEN

2010

93
A N Is I REGAR
MBAMAX^AERAH KABUPATEN PADANG LAWAS U TARA TAHUN 2010

iXffSsV' SERI NOMOR

f
|

;
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mjelasan : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara NomorTahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-DinasDaerah Kabupaten Padang Lawas Utara
1. UMUM

Bahwa untuk membcrhasilkan pelaksanaan otonomi daerah sebagaidiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah yang menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah kepada Kabupaten / Kotadan urusan pemerintahan yang diserahkan baik dalam bentuk urusan danurusan pilihan.

Balnva pembentukan, penggabtingan dan penghapusan kelembagaan dinas-dinasdaerah didasarkan alas urusan wajib dan urusan pilihan, karakterislik dan potcnsiDaerah.

:

imaria
;

i
i

Besaran Organisasi Perangkat Daerah Telah Ditetapkan Dengan PeraturanPemerintahan Nomor 41 Tahun 200f yang didasarkar, atas variabel jumlahpenduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Kabupaten Padang Lawas Utara denganjumlah penduduk 201.327.jiwa ( 16 poin ), luas wilayah 3.918.05 KM2,( 28 poin ), jumlah APBD T.A 2009 ± Rp, 200.000,000.000,-( 10 poin ), variabelKabupaten Padang Lawas Utara adalah 54 poin atau paling banyak 15 (lima belas )dinas. Namun berdasarkan kebutuhan efisiensi, maka dibentuk Kelembagaan DinasDaerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 14 dinas

Dinas Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini untuk menangani urusanpemerintahan yakni :

1 . Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pckcrjaan Umum, Pcrtambangari dan Encrgi;
Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Kepcndudukan dan Catalan Sipil;
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
Dinas Petemakan dan Perikanan;
Dinas Pcrtanian dan Tanaman Pangan;
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Perhubungan;
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan;

2.
3.
4.
5.
6.
7
8 .
9.
10
It
12
13
14

BerdSsarka kclentuan dan pengaturan tersebut di atas sernua urusan yang telah
diserahkan ke Kabupaten/Kota telah terwadahi baik dalam bentuk Dinas inaupun
bidang pada Dinas.
Pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan
pada Dinas daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara. hal ini
sejalan dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah khususnya pasal 2 ayat (3) dan Peraturan Menteri
Dalam Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah huruf C angka 1 huruf c.
Pada beberapa Dinas akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) yang
bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegialan teknis penunjamv -
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Susunan Organisasi
dan Tatakerja UPTD terdiri dari Kepala dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha. Nama
dan Wilayah kerja UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 1 S/d 52 : Cukup jelas.II

i



-.Vi
JiTj

am
mi.,11 n iiv ' **“ DINAS PENDIDIKAN«

SEKRETARIAT

I
1

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM :

BIDANG DIKMENUM/ KEJURBIDANG DIKDAS BIDANG PLS & KEAGAMAAN BIDANG PENGEND MUTU KEPENDIDIKAN
T

1SEKSI KURIKULUM
SEKSI KURIKULUM SEKSI PEND. LUAR SEKOLAH SEKSI PENG MUTU PEND & TENAGA KEPEND

I :SEKSI PEMBINAAN TENAGA
TEKNIS

SEKSI PAUD * SEKSI PAUD & KECAKAPAN HIDUP :SEKSI TENAGA TEKNIS

SEKSI KEAGAMAAN SEKSI PEND MASY & KESETARAANSEKSI BANTUAN SEKSI BANTUAN j

UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS

SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR

Ain NG LAWAS UTARAKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL /

UMMARAHAP•« *

I

!



L

DINAS
KESEHATAN

t
SEKRETARIAT

SUB BAG PENYUSUN
PROGRAM

SUB BAG
TATA USAHA -

KEUANGAN &
PERLENGKAP

BID. PENGEND MASALA H
KESEHATAN .

. BID. PENGEMB SDM
KESEHATAN

BID. YANKES BIDJAMINAN &
SARANA KES I

!

SEKSI PENGNDALIAN &
PEMBERANT PENYAKIT

SEKSI
KES. DASAR

SEKSI JAMINAN
KESEHATANSEKSI PERENC &

PENDAYAGUNAAN

SEKSI
KES. RUJUKAN

SEKSI SARANA &
PERALATAN KESEHATANSEKSI WABAH &

BENCANA SEKSI PENDIDIKAN &
PELATIHAN

SEKSI KESEHATAN
LINGKUNGAN

SEKSI KES. KHUSUS SEKSI KEPARMASIANSEKSI REGISTRASI &
AKREDITASI

I 1
UPTD KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONALI
LAWAS UTARA

PUSKESMASGUDANG FARMASI
t

ARAHAPv



mmt*

DINAS PU.P&E

SEKRETARIAT

1
SUB BAGIAN

UMUM — SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

I :

BIDANG CIPTA KARYA & BINA
MARGA

BIDANG PENGAIRAN BIDANG TAMBANG UMUM BIDANG
PENGAWASAN &
PENGENDALIAN

;

I I
SEKSI LISTRIKSEKSI GEDUNG SEKSI PENGAWASAN &

PENGENDALAIANSEKSI PENGEMB &
PEMBANGUNAN

SEKSI ENERGI & SDMSEKSI PENYEH LINGK &
REHABILITASI

SEKSI PENATAAN &
PENGELOLAAN USAHASEKSI PEMELIHARAAN &

OPERASIONAL

SEKSI PEMB JALAN &
JEMBATAN

SEKSI PENGEMBANGAN
GEOLOGi

SEKSI PENGAWASAN &
PENGENDALIAN

NG LAWAS UTARA1
UNIT PELAK.SANA

TEKNIS
KELOMPOKJABATAN

FUNGSK . NAL

Tc rAHAP



5
SCKRETARIAT

i

I
SUB BAGIAN

UMUM
SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

I
BIDANG

REBOISASI & PEMEL1HARAAN
HUTAN

BIDANG
PRODUKSI PERKEBUNAN

BIDANG REHABILITASI LAHAN &
PERLIND HUTAN

BIDANG
USAHA TANI & PERLIND

PERKEBUNAN I

SEKSI
PRODUKSI PERKEBUNAN

SEKSI
KONSERVASI TANAH & AIR

SEKSI
PERLINDUNGAN TANAMAN

:-ir SEKSI
REHABILITASI & KONSERVASI

SEKSI
PRODUKSI HASIL HUTAN

NON KAYU

SEKSI
REHABILITASI LAHAN

SEKSI
USAHA PERKEBUNANSEKSI

PERENCANAAN PENGEM
HUTAN

SEKSI
PENYULUHAN & PENGEMB

KELEM3AGAAN

SEKSI
PRODUKSI TANAMAN

SEKSI
PENYULUHANSEKSI PEM BINAAN &

PENGENDALIAN

j^NG LA WAS LTARA
KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL
UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS

!
*

i

1



rrrrvi^i-.Wivjr-WIV J /\ D/\ 1./VTM SEKRETARIATFUNGSIONAL r -
i.

SUB BAGIAN
UMUM

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN

KEPALA SUB
BAGIAN

PROGRAM

1
iBIDANG

PERDAGANGAN
BIDANG

PEMBINAAN & PERLINDUNGAN
BIDANG

PERINDUSTRIAN
i:
i:

SEKSI
PEMBINAAN USAHA &

PENDAFTARAN USAHA
DAGANG

SEKSI
PEMBINAAN &

PENGEMBANGAN INDUSTRI

SEKSI
PEMBINAAN & PROMOSI

1

SEKSI
PRASARANA & SARANA

SEKSI
PENDAFTARAN &

PENGAWASAN
SEKSI

METROLOGO

BUPA s'G LAWS UTARA

%

* *
38

J^flARAHAP
&i

vf •



V “

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABAtAN

FUNGSIONAL
1

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM

BIDANG
KEPENDUDUKAN

BIDANG
PENCATATAN SIPIL

BIDANG
DATA DAN INFORMASI

SEKS1 PELAYANAN KARTU
KELUARGA DAN KTP

SEKSI
PELAYANAN DAN AKTA

CATATAN SIPIL

SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PENYIMPNAN DATA

SEKSI
PELAY-ANAN INFORMASISEKSI

PENGENDALIAN DAN MUTASI
PENDUDUK

SEKSI
PENYULUHAN

LAWAS L’TARAUNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
•?>

' \

*
II% SfRliM-HARALlAP



Eh —
I

KELOMPOK JABATAN
FUNCTIONAL

SEKRETRIAT

(

SUB BAGGIAN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

T-T 1
1

BIDANG AKUNTANS! I
DAN PELAPORAN

BIDANG ANGGARANBIDANG
PENDAPATAN

BIDANG ASSET BIDANG
PERBENDAHARAAN !

E i
SEKSI PENDAPATAN SEKSI PERENC ANGGAR

BELANJA LANGSUNG
SEKSI PENGADAAN SEKSI PENCAIRAN

DANA
SEKSI

PENNGEGOLAAN
DATAII SEKSI PERAWATAN

DAN
PEMELIHARAAN

SEKSI PERENCANAAN
ANGGARAN BELANJA

T1DAK LANGSUNG

SEKSI VERIFIKASI SEKSI PELAPORAN |
KEUANGAN

SEKSI PENAGIHAN

I SEKSI
PEMBUKUAN

SEKSI BIMTEK DAN
PENYULLHAN
AKUNTANSI

SEKSI
PENGHAPUSAN

SEKSI PENYUSUNAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN

SEKSI PEMBUKUAN
DAN PELAPORAN

ANG LA WAS I'TA.RA
A

A\*

3 &f\ A R A H A P
AM\S

i
>

\



Rft*
> . . •

t*OA!3i£

A;

DINAS PETERN A KAN DAN PERIKANAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

* :SEKRETARIATA.

SUB BAGIAN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

BIDANG
KESEHATAN&PERLINDUNGAN

BIDANG
PRODUKSI & PENGEMBANGAN

BIDANG
PENGEMB SUMBER DAYA

SEKSI
KESWAN & KESMAVET

SEKSI
PRODUKSI PETERNAKAN

SEKSI
SARANA Sc PRASARANA

SEKSI
PENYULUHAN DAN SDM

SEKSI
PERLIND SUMBER DAYA

HAYAT1 & PERAIRAN

SEKSI
PRODUKSI PERIKANAN

SEKSI
PENGKAJIAN & PENERAPAN

TEKNOLOGI
SEKSI

PENGAWASAN OBAT-
OBATAN & MAKANAN

SEKSI
AGR1BISN 1S & AGRI1NDU5TR1 BUPATI PADANG LAWAS UTARA

UN IT PELAKSANA
TFKNIS DINAS

HARAHAP! :



f
DINAS

PERTANIAN &
TANAMAN PANGAN

SEKRETARIATKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
UMUM

SUB BAG1AN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

1
BIDANG REHABILITASI

LAHAN DAN PERUNDUNGAN
TANAMAN

BIDANG PRODUKSI
DAN PENGEMBANGAN

BIDANG
AGRIBISNIS

SEKSI PENGEMBANGAN
USAHA TAN I DAN

AGRJBISNIS
SEKSI PEMBENIHAN DAN

PEMBIBITAN
SEKSI PENGENDALIAN
HAMA, PENYAK1T DAN

PESTISIDA SEKSI PASCA PANEN DAN
PENGOLAHN HASIL

i;

SEKSI REHABILJTASI DAN
PENGEMBANGAN LAHAN

SEKSI PENGEMBANGAN
PRODUKSI DAN' PENERAPAN

PAKET TEKNOLOG! SEKSI PENINGKATAN
MUTU

DAN PEMASARAN HASILSEKSI PENGKAJIAN IKLIM
DAN TATAGUNA AIR SEKSI PENGEMBANGAN

ALAT MESIN PETAN1AN
:
t
.

4 NG LAWAS UTARA
i % /

UNIT PELAKSANA TEKN'IS
DINAS ( UPTD)

!l*
\

AI LAP



*

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA._ *̂SC3.FXS&4 N 2010

DINAS PORABUDPAR

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

BIDANG
OLAH RAGA

BIDANG
KEBUDAYAAN & PARJWISATA

BIDANG
PEMBINAAN KEPEMUDAAN

SEKSI
PEMBINAAN

KEBUDAYAAN
SEKSI

PEMBERDAYAAN
OLAH RAGA & PRESTASI

SEKSI
PEMBERDAYAAN ANAK &

REMAJA

SEKSI
PEMBINAAN

KEPARIWISATAAN
SEKSI PEMB KEMASYARAKATAN

DAN 0RGAN1SASI
KEMASYARAKATAN

SEKSI PEMBINAAN
ORGAN ISASI &

KEWIRAUSAHAAN
BUPATI PADANG LAWAS LT

fa
x\fa \SEKSI

SARANA & PRASARANA KEOI.AIL
RAGAAN

Si KS1
SARANA & PRASARANA

BUDPAR
* i ;*
iiM\

\7®r Ml
I A R A H A PZ6



»

4m

NQMOROS TAHUN 2010
DINAS PERHL BUNGAN

SEKRETARIAT

j

SUB BAGIAN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

I
BIDANG

PENGAWASAN &
PENERTIBAN

BIDANG
PERHUBUBGAN

BIDAS6G
PERENCANAAN & FEMBANGITN AN

BIDANG
TELEKOM1JNIKAS1

F
SEKSI

PENGAWASAN
SEKSI

PERIZINAN
SEKS

PERENCANAAN < < ;
! SEKSI

TEKNOLOGI KOMliNIKASI

SEKSI
MENAJEMEN & TRANSPORTASI SEKSI

PENOEM8 TELEKO.M UN IKAS!SEKSI
PENERTIBAN

SEKSS
SARANA & PRAS.V

SEKSI
PERHU3UNGAN UDARA

BUPATI PADANG LA WAS UTARA
[**u

\A\
UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS
\ U*

I m
J



<
p -rrr-x̂ rr' -T~^7~ ‘̂--•'* - ’• •• • '

•
' .-

DtVAS kTJPEKASi DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
KABUPATEN PA DANG LAWAS UTARAUTARA

NOMOR OS TAHUN 2010 i

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
MENENCAH (UMKM)

KELOMPOKJA3ATAN
FUNGSIONAL SF.KRETARIAT

1I
SUB BAGIAN

UMUM
SUB BAGIAN

PROGRAM
SUB BAGIAN
KEUANGAN

?

I 1
BIDANG
UMKM

BIDANG
KOPERASI

BIDANG
SIMPAN PINJAM /
PEMBlANYAAN

J
SEKS1

INDUSTR1 PERTANiAN &
NON PERTANIAN

SEKS!
SIMPAN PINJAM PERMODALAN

& JASA KEUANGAN

SEKSI
PELATIHAN & PENYULUHAN

SEKS)

PERDAGANGAN & ANEKA
USAHA

SEKSI
BADAN HUKUM KOPERASI

DATA & 1NFORMASI
SEKSI

PENILAlAN & PENETAPAN
SIMPAN PINJAM

i

BUP ANG LAWAS UTARA
P A

V

i

*4
M AHAP

A,
LAWA§.



W -r

PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARANOMOROS TAH UN 2010 DINAS KEBAKARAN

PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

I
KELOMPOK JA BATAN

FUNGSIONAL
SEKRETRIAT

l

• • - .u I
• 1 SUB BAGGIAN

,'UMUM
-SUB BAGLAN

PROGRAM
SUB BAGIAN
KEUANGAN

:
:

• •*.
,^v*.:

BIDANG KEBAKARAN &
BENCANA ALAM

BIDANG KEBERSIHAN &
PASAR

BIDANG PERTAMANAN

• •:

SEKSI PENANGGULANGAN
BENCANA

SEKSI PENATAAN SEKSI PENGEMBANGAN TAMAN
KEBERSIHAN PASAR . ..... .r ;

v 'Y

SEKSI
PENATAAN TAMAN

SEKSI PENCEGAHAN
BENCANASEKSI PENGELOLAAN

/ PASAR

SEKSI
PEMELIHARAAN TAMAN

SEKSI
PERALATAN

SEKSI RETRIBUSI

DANG LAWAS UTARABUR* UNIT PELAKSANA
TEKNTS DINAS

- L N
A\
\L *\\

W\

\ SARAHAPi


